SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

NOMOR 265 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Maklumat Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Padang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021
Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana
tercantum  dalam = Lampiran  Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076
Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran
2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

23\ UM,
epal Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

NOMOR 265 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
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Nomor SOP

:[265 Tahun 2023

Tanggal Pengesahan

:|119 September 2023

Nama SOP

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

:[Maklumat Pelayanan Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana 2. Memahami standar pelayanan publik;
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen.
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan baik dengan pengguna layanan; _
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 6. Mampu bekerja sama dalam tim
Informasi Publik;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Tata Cara Pelayanan Informasi Publik; 1. Perangkat Komputer;
2. SOP Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi; 2. Printer;
3. SOP Tata Cara Pengecualian Informasi; 3. Alat Tulis Kantor;
4. SOP Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik; 4. Papan Pengumuman.
5. SOP Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik;
6. SOP Tata Cara Beracara di Komisi Informasi;
7. SOP Pengumuman Informasi Publik;
8. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy),
naskah asli elektronik (softcopy)
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Atasan PPID| PPID Petugas I:ayan?.n Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Informasi Publik
Menugaskan PPID untuk menyusun Maklumat . . .

1 Pelayanan Informasi Publik C) Tentatif | Disposisi
Menerima Disposisi dan melakukan Penyusunan . . . . .

2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik tj Disposisi Tentatif | Disposisi
Mempelajari, menelaah,dan memberikan arahan kepada | . .

. . . . .. .. |Disposisi dan

3 |petugas layanan informasi untuk menyiapkan dan E Disposisi dan arahan |Tentatif arahan
menyusun Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Menyusun dan menyiapkan materi, konsep, atau draf
Maklumat Pelaygnan Infor.ma31 Publik menggungkan ‘ Konsep Maklumat Konsep Maklumat
bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, . .

4 . . Pelayanan Informasi |Tentatif |Pelayanan
Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan Publik Informasi Publik
penduduk setempat untuk disampaikan kembali kepada
PPID
a. Menerima, menelaah, mengoreksi materi, konsep atau

draf Maklumat Pelayanan Informasi Publik; ! Maklumat
b Menyetujui konsep atau draft Maklumat Pelayanan Ej Konsep Maklumat Pelayanan
5 |~ Informasi Publik; Pelayanan Informasi |Tentatif |Informasi Publik
. Menyampaikan konsep atau draf Maklumat Pelayanan Publik yang telah
" Informasi Publik. disetujui
v
Menerima Maklumat Pelayanan Informasi Publik untuk C) Makluma.t Pelay anan . Malklumat
6 diketahui Informasi Publik yang |Tentatif |Pelayanan
telah disetujui Informasi Publik

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TN UMy
epala~
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Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA
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